BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Terhadap praktik penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti
kepada pihak yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan
tindak pidana korupsi jika dilihat dari segi prosedur pemidanaan yang
mana dapat dilihat dari sisi penjatuhan pidana, putusan pemidanaan,
serta asas atau prinsip yang berlaku dalam hukum acara pidana maka
menurut penulis masih terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran
prosedur antara praktik seperti ini dengan pengaturan yang ada serta
praktik seperti ini juga beresiko untuk merugikan hak yang dimiliki
subjek hukum, yang mana hal ini menjadi suatu pelanggaran terhadap
asas fair trial dan due process of law . Maka dari itu praktik seperti ini
seharusnya  tidak  dilakukan karena dapat mengakibatkan
ketidaksesuaian dalam penegekan hukum acara pidana itu sendiri.

Korporasi sendiri telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana
korupsi melalui Pasal 1 angka (3) UUTIPIKOR yang mana
menimbulkan akibat hukum terhadap tindak pidana korupsi yang
melibatkan atau dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan
pertanggungjawaban, dituntut, serta diperiksa selayaknya subjek hukum
orang, maka dari itu apabila dalam suatu praktik tindak pidana korupsi
melibatkan korporasi seharusnya korporasi juga ditarik sebagai pihak
terdakwa untuk diperiksa dalam proses persidangan untuk dapat
dimintakan pertanggungjawabannya. Selain itu penilaian terhadap
kesalahan korporasi juga telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini. Maka dari itu pemahaman ini harus

selaras diantara penegak hukum dalam melihat kedalam penjeratan dan
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memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam
tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

3. Korporasi sebagai pihak ketiga yang dijatuhi pidana tanpa dijadikan
sebagai terdakwa dalam proses persidangan pada dasarnya dapat
mengajukan upaya hukum berupa surat keberatan ke pengadilan apabila
terhadap perkara tersebut ia dapat membuktikan bahwa dalam hal ini
korporasi merupakan pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu pula
terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdapat
praktik seperti ini, terhadapnya korporasi dalam praktik ini dapat masuk
kedalam klasifikasi terpidana yang haknya terlanggar yang maka dari
itu korporasi memiliki hak pula untuk mengajukan upaya hukum luar
biasa berupa peninjauan Kembali dengan dasar permintaan terdapatnya

kesalahan atau kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum.

5.2 Saran

Merujuk kepada pembahasan dan kesimpulan yang penulis uraikan di atas,

Adapun yang dapat menjadi rekomendasi melalui penelitian ini adalah :

1. Bahwa dengan melihat pengaturan yang ada dan berlaku saat ini dalam
rangka meminta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak
pidana korupsi yang menyangkut organ korporasi beserta korporasi itu
sendiri yang mana harta hasil tindak pidana korupsi dianggap dikuasi
oleh korporasi maka terhadap tuntutan tersebut haruslah mendakwakan
keduanya menjadi pihak ataupun dapat dituntut secara terpisah sebagai
pihak.

2. Bahwa para penegak hukum harus lebih berani dalam menarik korporasi
sebagai pihak pelaku atau pihak dalam persidangan dalam hal suatu
praktik tindak pidana korupsi dianggap melibatkan korporasi itu sendiri
karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan sendiri telah
memungkinkan dilakukannya hal tersebut.

3. Bahwa dalam rangka perwujudan dari suatu tujuan penegakan hukum
sangatlah penting untuk mencari alternatif yang adil bagi semua pihak

dan perlunya penjaminan serta perlindungan hak setiap subjek hukum
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agar tidak merusak sifat dari kebenaran dan keadilan yang didapatkan

dari penegakan hukum tersebut
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